
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 15 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 319 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN ADMINISTRASI RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN
TETANGGA (RT)

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung tertib administrasi Kelurahan
dan Desa, dipandang perlu diatur Pedoman Administrasi
Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4389);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor
159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 82);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8
Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007
Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 86).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
ADMINISTRASI RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN
TETANGGA (RT).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI dan berada di
Kabupaten Banjarnegara;

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
dalam wilayah kerja Camat;

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan RI;



9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di
Kabupaten Banjarnegara.

BAB II

BENTUK ADMINISTRASI RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

Pasal 2

Bentuk Administrasi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) terdiri dari :

a. Buku Induk Penduduk;

b. Buku Surat Pengantar/Keterangan;

c. Buku Tamu;

d. Buku Risalah Rapat;

e. Buku Laporan Wira-wiri.

Pasal 3

Model, bentuk dan petunjuk pengisian Buku Administrasi Rukun Warga (RW)
dan Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Administrasi Rukun Warga
(RW) dan Rukun Tetangga (RT) dilaksanakan oleh Bupati dan Camat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 21 Juli 2008

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I
Diundangkan di Banjarnegara
Pada  tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 15 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 21 Juli 2008

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLISTYO BINTORO, S.H., MM
Pembina Tingkat I
NIP.  010 234 642


